PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan
berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai
Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara,
dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah
serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna,
bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya untuk

menyel enggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan;

b. bahwa untuk mewujudkan Pegawa Negeri yang demikian itu
diperlukan adanya suatu Undang-undang yang mengatur kedudukan,
kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan

berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja;

c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961
Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya
yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka oleh
sebab itu perlu diganti.

Mengingat : 1. Pasal-pasa 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang Dasar
1945;

2. Ketetapan ...



Menetapkan

2.
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor V/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.

BAB |
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diangkat oleh peabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam
sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang
ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan

digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pgabat yang berwenang adalah pgabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawal Negeri

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutip yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk di
dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara dan kepaniteraan Pengadilan;
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d. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau
jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawal Negeri;

e. Pgabat yang berwgib adalah pejabat yang karena jabatan atau
tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
(1) Pegawai Negeri terdiri dari :
a. Pegawal Negeri Sipil, dan
b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia..
(2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

a. Pegawa Negeri Sipil Pusat;

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan

c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3
Pegawal Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi
Masyarakat yang dengan penuh Kkesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah

menyel enggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua

Kewagjiban

Pasal 4
Setiap Pegawal Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

Pasal 5
Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggungjawab.

Pasal 6
(1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.

(2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada
dan atas perintah pajabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang.

Bagian Ketiga
H ak

Pasal 7
Setiap Pegawa Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai

dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Pasal 8
Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.

Pasal 9 ...

Pasal 9
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(1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam
dan karena menjalankan tugas kewgjibannya, berhak memperoleh

perawatan.

(2) Setiap Pegawal Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat
rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang
mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun
juga, berhak memperoleh tunjangan.

(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh

uang duka.

Pasal 10
Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan, berhak atas pensiun.

Bagian Keempat
Pejabat Negara

Pasal 11
Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pegjabat Negara, di
bebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama

menjadi Pegjabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai
Negeri.

BABIII ...

BAB IlI



